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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Fekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikeasi, dan
Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kafian-kajian
ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumiah informan
sebagai sumber data sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Uwmum,
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanvak | orang, Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran
sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masvarakat
Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan duata menggunakan studi
kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan
diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan FPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005
Sampai 2014 vleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi. 2).
hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomeor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaiiu
hambatan dalam  melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai
angearan, dan hambatan sumberdayva manusia vang kompeten. 3). upaya-upava dalam mengatasi
hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peramvan Daeral Kabupaten Ciamis Nowor 3 Tahun
2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW) Kabupaten Ciamis Talwm 2005 Sampai 2014
vakni Mengatur wakiu vang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi
dan komunikasi kepada masyvarakat, Mengajukan anggaran vang memadai kepada FPemerintah
Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui
pelaksanaan pendidilan dan pelatihan.

Kuata kunci : Implementasi, Sosialisasi, Kebijakan Publik
PENDAHULUAN

Denpan  disahkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012

Pengembangan  wilayah  Pangandaran
dikaji dalam berbagai dokumen perundang-
undangan seperti misalnya dalam Rencana Tata

Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
I Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 Apni
2013, maka Kabupaten Pangandaran resnu
memigahkan diri dari Kabupaten Ciamis dan
ditetapkan sebagai daerah otonomi  baru,
Kondisi seperti ind bagi Pemerintah Kabupaten
Pangandaran beserta jajarannya merupakan
suslu lantangan dan tugas yang beral scbub
aparatur pemerintahan adalah menjadi tumpuan
harapan rakyat untuk mewjudkan
kesejahteraan bersama,

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 — 2029, vang menyebutkan bahwa dalam
Rencana Suukwmr Ruang Provinsi Jawa Barat,
Pangandaran ditetapkan sebagal Pusat Kegiatan
Masional-Provinsi (PKNm dengan
memperhatikan potensi pariwisata yang akan
dikembangkan dengan dukungan pembangunan
pusal reckreasi  terpadu  skala masional  dan
internasional. D samping itu, Pangandaran juga
ditetapkan sebagai salah sam PPusat Kawasan
Wisata (PKW) di Provinsi  Jawa Burat
Kecamatan Padaherang merupakan piniu
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gerbang pariwisata Pangandaran yang memiliki
potensi alam yvang sangat banyak, seperti sektor
pertanian, seklor home industr dan lain-lain.
[nvestasi pembangunan industri menjadi salah
satu peluang strategis dalam pembangunan di
Kecamatan Padaherang dan sekarang ini yang
sedang dalam perencanaan akan diadakannya
pengeksplorasian bahan baku semen. Di mana
Kecamatan Padaherang merupakan bagian
wilayah dari Kabupaten Pangandaran, yang
memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan tingkat kesejahteraan
masyarakat apabila dikelola dengan baik. Akan
tetapi hal tersebut tidak dicantumkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan  hasil  observasi  yang
dilakukan penulis, dalam kenyataanmya,
Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencoba
mengeksplorasi  bahan  baku  semen di
Kecamatan Padaherang, tetapi mendapat
penolakan dari berbagai pihak seperti LSM,
tokoh masyarakal scrta masyarakat sekitar,
dengan alasan merusak jalan-jalan utama, debu,
serta terganggunya keschatao warga masyarakat
sekitar dan dianggap tidak memberikan inanfaat
ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat.

Bertitik lolak darl uralan tersebut di atas,
menarik minat penulis untuk meninjau kembali
mengenai bagaimana Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Momor 3 Tahun
2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW} Kabupaten Ciamis Tabun 2005
Sampal 2014 olch Dinas Pekegaan Umum,
Perlubungan, Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pangandaran, yang dianggap penulis
terdapat permasalahan hal it dapat dilihat dard

indikator-indikator ~ permasalahan  sebagai

berilout

1. Masih  banyak terdapat  eksplorasi
pertambangan yang  dilakukan  oleh

masyarakat setempat khususnya terhadap
buhan baku semen dan batu kapur padahal
wilayah terscbut ditetapkan schagal sub
wilayah  yang  mempunyai  fungsi
pengembangan  pertanian  lahan  Dbasah
{lumbung padi), pertanian tanaman pangan
lahan kering, kawasan budidaya hutan
(agroforestry), hutan produksi, industri
kecil, pusat perdagangan dan jasa,
perikanan  daral  dan  rawa, peternakan
(TR serla pt:llgl:l‘llhullgﬂl'l |‘.IE11.[I'I'IE].'IE]1
dan permukiman.

2. Masih banyaknya kegiatan alih fungsi
lahan dan  hutan  vang  menjadi
pertambangan batu sehingga menyebabkan
debit-debit mata air di Kecamatan
Padaherang berkurang dan menimbulkan
kerusakan hutan.

Timbulnya permasalahan tersebut diduga
disebabkan  karena  belum  maksimalnya
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Fencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Pangandaran. Ial
ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai
berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Oleh
IDnnas Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran kepada masyarakat sehingpa
mengakibatkan banyak masyarakat yang
tidak mengetahui RTRW khususnya di

Kecamatan Padaherang Kabupaten
Pangandaran. :

2. Kurangnya personil/aparat di  Dinas
Pekerjaan Urnum, Perhubungan,

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Pangandaran dalam mengatur, mencrtibkan

serta menegakkan aturan terscbut kepada

masyarakat yang melalukan alih fungsi
lahan dan  pelakue  pertambangan  di

Kecamatan Padaherang.

Berdasarkan uratan pada latar belakang
tersebut di atas, dapat dirumuskan rwmusan
masalah sebagai berikut
. Bagaimana  Implementasi

Tentang  Peraturan  Dacrah  Kabupaten

Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai

2014 oleh Dinas Pekerjaan  Unnun,

Perbubungan, Komunikasi dan Tnformatika

Kabupaten Pangandaran?

2. Bagwmana  hambatan-hambatan  yang
dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran dalam
mengimplementasikan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Rencana Tata HRuwang Wilayah
{(RTEW) Kabupaten Ciamis Tahun 2003
sampai 20147

Kebijakan
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Lt

Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi
hambatan-hambatan dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005
sampai 2014?

LANDASAN TEORITIS
Pengertian kebijakan

Istilah kebijakan berasal dar kata policy
yang  dibedakan  dengan  kebijaksanaan
(Wisdom) maupun  kebajikan  (virtues).
Kebijakan sering digunakan dan dihubungkan
dengan keputusan dari para pembuat keputusan.

Menurut  Titmuss  (Suharto,  2012:7)
mengemukakan bahwa:

Kebijakan adalah prinsip-prinsip  yang
mengatur tindakan yang diarahkan kepada
tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian
kebijakan mecrupakan suatu ketetapan yang
memuat prinsip-prinsip untuk
mengarahkan cara-cara bertindak vang
dibuat secara terencana dan konsisten
dalam mencapai tujuan tertentu,

Kebijakan tersebut terluang dalam suatu
peraturan perundang-undangan yang di tetapkan
oleh pemerintah  serta pihak-pihak yang
memiliki kewenangan membuat  dao
menetapkan keputusan. Sedangkan menurut
pendapat  Friedrich  (Apustino, 2012:7)
mengemukakan bahwa kebijakan adalah :

Serangkaian  tindakan/kegiatan  yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah  dalam  svatu  lingkungan
tertentu  dimana ferdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan)  dimana  kebijakan it

diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang
dimaksud. :

Dari  pendapat  tersebul di atas  dapat
dijelaskan, kebijakan mcrupakan serangkaian
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
individo-individa maupun  kelompok  yang
memiliki - kewenangan  dalam  mengambil
keputusan  dari alternatif-alternatil  guna

kebijjakan  publik

penyelesaian  suatu
mencapai fujuan.

permasalahan  untuk

Pengertian kebijakan publik

Suatu  kebijakan dikatakan kebijakan
publik karena kepentingan yang dilayani adalah
kepentingan-Kepentingan publik yang
dinamakan public inferest. Maka yang aktif dan
bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga
publik yang dinamakan public institutions.

Menurut Anderson (Agustino, 2012:7)
mengemukakan bahwa:

Kebijakan publik adalah serangkaian
kegiatan yang mempunyai maksud/tajuan
tertentu yang ditkuti dan dilaksanakan oleh
seorang aktor atau sekelompok aktor yang
berhubungan dengan suvatn permasalahan
atau suatu hal yang diperhatikan

Dalam konteks ini kebijakan publik
mcrupakan keputusan politik yang
dikembangkan oleh pejabat pernerintah yaitu
otoritas. Menurat Easton (Apgustino, 2012:8)
mengemukakan  sehagai "Otoritas  ddlam
sistem politik yaitu para scnior, kcpala
tertinggi, cksckutif, legislatif, para hakim,
administrator, penaschat, para raja dan
sebagainya’. Dimana oloritas  tersebut
difakukan untuk memflormulasikan kebijakan
publik yang dilakukan oleh orang-orang yang
terlibat dalam urusan sistem politik schari-hari
dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu
masalah tertentu dimana dalam suatu waktu
tertentu diminta untuk mengambil keputusan
yang kelak di kemwdian hari diterima dan
mengikatl sebagian besar anggota masyarakat
selama waktu tertentu.

Berdasarkan definisi kebijakan publik
tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa
segala tindakan pemerintah dalam
penyelengparaan pemerintahan untuk
kepentingan  umum  merupakan  kebijakan
publik. Menurut pandangan tersebut  bahwa
merupakan  keputusan-
keputusan yang di ambil oleh pemerintah untuk
di  implementasikan sebagai  upaya untuk
mendistribusikan nilai-nilai  dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Penpertian lmplementasi Kebijakan

Dalam  konteks  keluaran  (owipu)
implementasi memiliki makna sejauh  mana
tujuan-lujuan yang telah ditelapkan mendapat
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dukungan-dukungan, serta  dampak
implementasi bermakna terdapat perubahan
yang dapat diukur dalam masalah vang telah
terselesaikan  sebapaimana  yang  telah
ditetapkan dalam bentuk program, peraturan
perundang-undangan, maupun keputusan yang
yudisial.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno,
2012:148) menyatakan bahwa: “Tmplementasi
adalah apa yang tefadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas program,
kebijakan, keuntungan (benefif), atau suatu
jenis keluaran yang nyata (rangible output).”
Lebih lanjul Grindle (Winarno, 2012:149)
menyatakan bahwa:’secara wmum, fugas
implementasi adalah membentuk suatu kaitan
yvang memudahkan twjuan-tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suam
kegiatan pemerintah.’

Menurut Puwwanto dan  Sulistyastuti,
(2012:21) mengemukakan bahwa implementasi
adalah:

Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran
kebijakan (to delivery policy ewtpul) vang
dilakukan oleh para implementer kepada
kelompok sasaran (target group) scbagai
upaya untuk  mewujudkan  tujuan
kebijakan." Tujuan kebijakan diharapkan
akan muncul manakala policy eutput dapat
diterima oleh dan dimanfaatkan dengan
baik oleh kelompok sasaran schingga
dalam jangka panjang hasil kebijakan akan
mampu diwujudkan

Bagaimanapun baiknya kebijakan disusun
apabila tidak diikuti olch implementasi, tidak
akan menghasilkan tujuan yang diharapkan
karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap
permasalahan yang dihadapi. Udoji (Agustino,
2012:140) mengemukakan bahwa:
‘Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang
penting, bahkan mungkin jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijukan'. Kcebijakan-
kebijakan akan sekedar berupa impian atau
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip
kalau tidak diimplemnentasikan.

Berdasarkan pengertian terscbut di atas
dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
menyangkut tiga (3) aspek hal, yaitu berkaitan
dengan adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
adanya aktivitas atau Kkegiatan pencapaian
juan, dan adanya hasil kegiatan, Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu  proses  yany

dinamis yang diarahkan untuk mendapatkan
hasil yang scsuai dengan tujuan kebijakan yang
telah ditetapkan.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan
Implementasi Kebijakan

Proges implementasi merupakan  scbuah
abstraksi atau performasi suatu implementasi
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi
kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung
dalam hubungan berbagai variabel yang ada.

Menurut Edward T (Agustine 2012:149)
mengemukakan  pendapal mengenai empat
variabel atau faktor yang sangat menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan vaiiu ;

1. Komunikasi.

2. Sumber daya.

3. Disposisi/sikap pelaksana.
4. Strukror birokrasi.

Keempat variabel/faktor diatas harus
dilaksanakan secara berkesinabungan karena
antara satn dengan yang laionya memiliki
hubungan yang erat. Implementasi kebijakan
adalah suatu proses dinamika yang mana
meliputi interaksi banyak faktor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penclitian ini adalah metode deskriptif analisis.
Metode deskriptif analisis diartikan sebagai
suatu metode penelitian yang menggambarkan
obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang
ada dan sedang berlangsung pada saat
penelitian dilakukan dengan cara
mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan
data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis
sesuai dengan teori yang ada.

Menurit  Nawawi  (2001:63)
deskriptif ini diartikan sebagai berikut:

Metode deskriptif dapat diartikan scbagai

metode

prosedur  pemecahan  masalah  yang
diselidiki dengan cara
menggambarkan/melukiskan keadaan
subjek/objek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakal dan lain-lain) pada
saal sekarang berdasarkan Gakta-lakta yang
tampak atau scbagaimana adanya.
Ciri-ciri dari metode deskriptif menurut
MNawawi (2001: 63) adalah:
a.  Menusatkan  perhatian  pada  masalah-
masalah yang ada pada saat penelilinn
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dilakukan (saat sekarang) atau masalah-

masalah yang bersifat aktual.

b. Menggambarkan  fakta-fukta  tentang
masalah  yang diselidiki sebagaimana
adanya. diiringi dengan  interpretasi
rasional yang akurat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan
Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Pangandaran. Adapun
Lamanya penelitian serta penyusunan skripsi
sampai pada sidang skripsi adalah selama 6
bulan yakni terhitung mulai Bulan September
2014 sampai Bulan Maret 20135.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui jawaban dari wawancara
dengan informan. Para informan diharapkan
dapat memberikan informasi yang mendalam
dan juga jelas, schingga informasi itu akan
membentuk satuan data tentang penelitian ini.

Sumber data yang dijadikan scbagai
informan dalum penchitian ini adalah Kepala
Dinas Peckerjaau  Umum, Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas
Pckerjaan Umum, Perbubungan, Komunikasi,
dan Informatika Kabupaten Pangandaran
sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan
Padaherang sebanyak 4 orang, dan Tokoh
Masyarakat di Kecamatan Padaherang sebanyak
5 orang. Untuk menentukan
informan/narasumber  dalam  penelitian  ini
dilaksanakan secara purpeosive yang menurut
Sugiono  (2011:96)  bahwa  “Sampling
pwrposive adalah teknik penentuan  sampel
dengan pertimbangan tertentu”. Oleh sebab itu
pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak,
tetapi sampel berfyjuan (purposive sample).
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka
sumber data yang akan dijadikan sebagai adalah
sebanyak 15 orang narasumber/informan..

Adapun teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah dengan cara sebagal berikut :
. Studi kepustakaan, yaitn teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan
jalan  mempelajari  bukn-buku  atau
literatur-literatur untuk memperoleh data
vang relevan vang bersifat  teortis
schingga memperoleh suatun  gambaran
mengenai teori dari masalah yang akan
dibahas untuk melengkapr data  yang
diperlukan:

2. Suwdi lapangan, yaitu teknik
mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi
data yang diperoleh secara langsung di
lokasi penehitian. Swdi lapangan imi
dilakukan dengan cara:

a. Observasi, vaitu teknik pengumpulan
data  dengan cara  melakukan
pengamatan langsung terhadap objek
penelitian  yaitu di Dinas Pekerjaan
Umuam, Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika Kabupaten
Pangandaran.
b.  Wawancara, yaitu teknik

pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengajukan beberapa
pertanyaan kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum,  Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Pangandaran, Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan,  Komunikasi,  dan
Informatika Kabupaten Pangandaran,
Pegawai Kantor Kecamatan
Padahcrang, dan Tokoh Masyarakat di
Kccamatan Padaherang.

Analisis data dalam penelitian imi penulis
menggunakan analisis kualitatif.

Secara wnum, proscs pengolahan data atau
analisis hasil penelitian lapangan dilakukan
dengan menggunakan analisis yang dilakukan
meliputi tiga tahap, seperli berikut:

1. Tahap Reduksi, yaitu buhwa proscs
analisis diarahkan untuk menelaah data
(mendeskripsikan dan
menginterpretasikan)  data  lapangan.,
Kegiatan operasional yang dilakukan
antara lain;

a. Mengelompokkan  data  temuan
lapangan berkaitan dengan substansi
permasalalian penelitian yallg,
diajukan.

bh. Menemukan pokok-pokok substansi
penelitian yang prinsip dari setiap
materi permasalahan yang ada dalam
penelitian inl.

2. Tahap Display, yaitu tahap ini merupakan
periode interpretasi dan analisis sebagai
berikut:

a. Memberikan makna dari tiap pokok-
pokok temuan schingga menjadi suat
faktor yang paling csensial.
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Menyusun kesimpulan tiap pokok-
pokak temuan berdasarkan
interpretasi (ertentu.

Menyusun kesimpulan umum schagai
studi general dari proses analisis yang
dilakukan.

Melakukan cek ulang (member check)
atas kesimpulan yang diambil dengan
mempelajari kembali data awal dan
temuan penelitian.

Menyusun kesimpulan sebagai bagian
akhir dari analisa proses akuntabilitas

3. Tahap wverifikasi, yaim uji kebenaran
terhadap kesimpulan yang telah diambil
dengan mewujudkan situasi agar pihak-
pihak yang memiliki informasi lengkap,
akurat bersedia dimintai keterangan lebih
lanjut dan sangat diharapkan agar
memberikan data faktual. Proses uji ulang
meliputi berbagai kegiatan antara lain:

implementasi  kebijakan Peraturan
Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh
Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Pangandaran.

PEMBAHASAN

Berdasarkan rekapitulasi hasil wawancara terhadap informan mengenai implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, yang dipersentasekan oleh penulis sebagai
berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Terhadap Informan
Mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014
Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran

Jawaban informan
Variabel Indikator pertanyaan Dilaksanakan Cukup Kurang
baik dilaksanakan dilaksanakan

Komunikasi | Bagaimana Sosializasi Jawaban informan
Yang Dilakukan Dinas no,
Pekerjaan Umum, 1,234.5678.9.10
Perhubungan, Komunikasi JA1,12,13,14,15
Dan Informatika Kabupaten jika Jika di
Pangandaran Dalam persentasekan
Mengimplementasikan (6/15X100%)
Peraturan Daerah Kabupaten diperoleh  angka
Ciamizs Nomor 3 Tahun sebesar | 00%.
2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat?
Bagaimana Kerjasama Yang Jawaban Jawaban  informan
Dilakukan Olch Dinas mforman no. 1, | no. 7, 8, 9, 10, 11,
Pekerjaan Umnm, 2,3, 4,5, 6Lika | 12, 13, 14, 15 Jika
Perhubungan, Komunikasi, Jika di Jika di
Dan Informatika Kabupalen persentasckan persemtasekan
Pangandaran Dalam (61533 100%) (13X 100%)
Mengimplementasikan diperoleb angka | diperolel. angka
Peraturan Daerah Kabupaten sehesar 40%. sebesar 6090,
‘Ciamis Nomor 3 Tahun
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2007 Tentang Bencana Tata
Ruang Wilayali (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat 13 Wilayah
Kecamatan Padaherang?

Bagaimana Prosedur Yang
Jelas Dalam
Mengimplementasikan
Peraturan Daerah Kabupaten
Clamis Nomor 3 Talnn
2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat?

Jawaban
informan no.
1,2,34,567.8,9,
10,10, 12,13,14.1
5. Jika Jika di
persentasckan
{15/1521(H%%)
diperoleh angka
sehesar 100%.

Sumberdaya

Bagaimana Dukungan Yang
Diberikan Dinas Pekerjaan
Umum, Perhubungan,
Komunikasi, Dan
Informatika Kabupaten
Panpandaran Dalam
Mengimplementasikan
Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tabun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat Di Wilayah

| Kecamatan Padaherang?

Jawaban
informan no. 1,
2.3,4,5,6,7,
8, 9,10. Jika
Jika di
persentasekan
(10/15%100%)
diperoleh angka
sebesar 66,7%.

Jawaban  informan
no. 11,12,13,14,15.
Jika Jika di
persenlasekan
{101 35X 100%}
diperoleh  angka
sebesar 33,33%.

Bagaimana Kemampuan
Pelaksana Dalam
Mengimplementasikan
Kebijakan Peramran Diaerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTREW)
Kabupaten Ciamis Tabun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyaraka?

Jawaban
informan no.
11,12,13,14,15.
Jika Jika di
persentasckan
{1071 5X100%:)
diperoleh anplka
sebesar 33,33%,

Jawaban informan
ne.
1,2.3,4,5,6,7.8.9,10
Jika Jika di
persentasckan
(10/15X100%0)
diperoleh  angka
schesar 66,7%.

Bagaimana Anggaran Yang
Memadai Dalam
Mengimplementiasikan
Eebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTEW)
Kabupaten Cilamis Tabun
20035 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat?

Jawaban
no,
1.2,3,4,5,6,7,89,10
J1. 12131415,
Tika Jika d
persentasekan

(1571 5K T0G)
dipcroleh  angka
sehesar 100%.

informan

Bagaimana Fasilitas Yang
Mernadai Dalam Menunjang
Pelaksanaan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten

Jawaban
informan no,
1,4.5.6.7,9,3,10,1
2,13,14,15 Jika

informan no.
2811 Jika Jika
di persentasekan
(3/15X100%)

Halaman | 271




Jurnat dan imy Pamarintaban

MODERAT

Modern dan Demokratis

Ciamis Nomor 3 Talun
2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sarapai 2014 Kepada
Masyurakat?

Jika di
persentaschkan
(12/15X100%:)
diperoleh angka
sebesar B0%,

diperoleh angka
sebesar 20%,

Disposisi Bagaimana Kedisiplinan Jawaban Jawaban
pelaksana Aparatur/Pelaksana Dalam informan no. informan no.
Mengimplementasikan BO.I0,1012,13,1 | 1,23.4,56,7.
Kebijakan Peraturan Daerah | 4,135, Jika di Tika di
Kabupaten Ciamis Nomor 3 | persentasekan persentasekan
Tahun 2007 Tentang (71153 100%) (7/15X100%)
Rencana Tata Ruang diperoleh angka | diperoleh angka
Wilayah (RTRW) sebesar 53,33%. | scbesar 46,67%,
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat Di Wilayah
Kecamatan Padaherang?
Bagaimana Tanggung Jawab | Jawaban
Aparatur/Pelaksana Dalam informan no.
Menjalankan Tugas Dan 1,2,34,56.7.8,9,
Fungsinya Pada Saat 10,11,12,1314,15
Mengimplementasikan . Jika di
Peraturan Daerah Kabupaten | persentasckan
Ciamis Nomor 3 Tahun {15/15X100%)
2007 Tentang Rencana Tata | diperoleh angka
Ruang Wilayah (RTEW) sebesar 100%,
Kabupaten Ciamis Tahun
2005 Sampai 2014 Eepada
Masyarakat Di Wilayah
Kecamatan Padaherang?
Bagaimana Komitmen Jawaban
Aparatur/Pelaksana Dalam informan no.
Mengimplementasikan 1,2.3.4.56,7.8,
Peraturan Dacrah Kabupaten | 9,10,11,12,13,14,
Ciamis Nomor 3 Tahun 15. Jika di
2007 Tentang Rencana Tata | persentasekan
Ruang Wilayah (RTRW) (15/15X100%)
Kabupaten Ciamis Tabun diperoleh angka
2005 Sampai 2014 Kepada | sebesar 100%.
Masyarakat?
Struktur Bagaimana Prosedur Yang | Jawaban
birokrasi Ditempuh Pelaksana informan no.
Kebijakan Dalam 1,23456,780,
Mengimplementasikan 10,11,12,13,14.1
Peraluran Daeral Kabupaten | 5. Tika di
Ciamis Nomwr 3 Tahun persentasckan
2007 Tentang Rencana Tata | (15715 100%)
Ruang Wilayzh (RTRW) diperoleh angka
Eabupaten Ciamis Tabun schesar 100%.
2005 Sampai 2014 Kepada
Masyarakat?
Bagaimana Pembagian Jawaban
Kerja Yang Jelas Dalam informan no.
Mengimplementasikan 1.2,3,4,56,7.8.9
Kebijakan Peraturan Dasrah .
.Kabupaten Ciamis Nomor 3 10,11,12,13,14,
Tahun 2007 Tentang 15 Jika di
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Rencana Tata Ruang persentasekan
Wilayah (RTRW) (15/153X100%)
Kabupaten Ciamis Tahun diperoleh angka
2005 Sampai 2014 Kepada sebesar 100%.
Masyarakat?
Rata -rata 53,33% 25,00% 21.67%

Sumber ; Data Sctelah Diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka
untuk katepori  dilaksanakan dengan baik
sebesar 53,33%, untuk kategori cukup baik
dilaksanakan sebesar 2500% dan kategori
kurang baik dilaksanakan sebesar 21,67%.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis
lakukan kepada kepala Dinas Pckerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran mengenai
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014
dirasakan belum maksimal hasilnya dan
memberikan manfaat kepada masyarakal yang
dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam
mengimplementasikan  kebijakan  tersebut
kepada masyarakat, yakni:

I. Terdapat hambatan dalam melaksanakan
sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005
Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pangandaran kepada
masyarakat. Hal im dikarcnakan
keterbatasan  waktu  pihak  pelaksana
kebijakan dalam  sosialisasi  dengan
masyarakat, khususnya di wilaysh

terdampak pembangunan dan eksplorasi
bahan buku semen di wilayah Kecamatan
Padaherang.

Hambatan  dalam  kerjasama  dengan
masyarakat sekitar vang dilakukan olch
Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran dalam mengimplementasikan
kebijakan. Hal ini dikarcnakan kurangnya
komunikasi dan koordinasi pihak pelaksana
kebijakan dengan masyarakat sekitar dalam
mengimplementasikan kebijakan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianus Nomor 3 Tahun
2007 Tentang FRencana Tata Ruang

It

Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun

2005 sampai 2014.

3. Hambalan mengenai anggaran dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
Peraturan Daerah Kabupalen Ciamis
MNomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 kepada
tnasyarakat, Hal ini dikarenakan
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh
Dinas Peketjaan Umum, Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Pangandaran schingga tujuan  kebijakan
kurang tercapai dengan baik dan maksimal.

4, Hambatan sumberdaya manusia yang
kompeten dalam mengimplementasikan
kebijakan Peraturan Daerah  Kabupaten
Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai
2014, Hal ini dikarenakan kurang
meratanya tingkat kemampuan pelaksana
kebijakan/aparat di Dinas Pekerjaan Umumn,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan
bahwa sckalipun masih terdapat hambatan-
hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan
tersebut, namun masih ada upaya-upaya gupa
mengatasi hambatan-hambatan dalam
mengimplementasikan  kebijakan  Peraturan
Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Rencana Tala Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005
Sampai 2014 oleh Dinas DPekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika
Kabupaten Pangandaran, yakni sebagai benkut:
. Mengatwr  waktu vyang  tepat  untuk

mehthukan sosialisasi kebijakan Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomaor 3 Tahun

2007 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun

2005 sampai 2014 kepada masyarakat yakni

dilakukan pada waktu-waktu masyarakat

sudah melakukan pekerjaan yakni sckilat
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pukul 1600 WIB sehingga tidak
mengganggn wakm kerja masyarakat yang
diharapkan akan memberikan kesadaran
terhadap tujuan kebijakan dan mendapat
respons positif dari masyarakat pada saat
diimplementasikan.

Lebih  meningkatkan  kourdinasi  dan
komunikasi kepada masyarakat serta
stakeholder terkait dan tokoh masyarakat
sekitar untuk menampung aspirasi dan
penanganan  permasalahan pada  saat
kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis MNomor 3 Tahun 2007 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai
2014 diimplementasikan khususnya
komunikasi dan koordinasi dengan
magyarakat setempat khususnya di wilayah
terdampak pembangunan dan
pengembangan wilayah SWP 1 Tengah
Kecamatan Padaherang untuk pelaksanaan
eksplorasi dan pembangunan pabrik semen
di wilayah terscbut sehingga kebijakan pada

saat diimplementasikan mendapat
dukungan dari masyarakat.
Mengajukan anggaran yang memadai

kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
melalui Bapeda dalam
mengimplementasikan kebijakan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Momor 3 Tahun
2007 Tentang FRencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun
2005 sampai 2014 agar tnjuan kebijakan
terscbut  tercapai denpan baik dan
memberikan manfaat serta meningkatkan
kesejahteraan kepada masyarakat.

Membuat program peningkatan
keterampilan dan pengetahuan  melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
setiap pejabat dan aparal di lingkungan
Dinas Pckerjaan  Umum, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sehingga dapal meningkatkan
kompectensi dan kualitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
scrta  pada  saat  mengumplementasikan
kebijakan Peraturan Dacrah Kabupaten
Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai
2014 kepada masyuarakat.
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Simpulan

Berdasarkan  hasil  peneliian  yang

dilakukan oleh peneliti, baik melalui observasi
dan wawancara kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum,

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pangandaran, mengenai

implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana

Tala

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

L.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh
Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pangandaran sudah dilaksanakan dengan
baik berdasarkan 4 faktor wvanabel

pendukung implementasi yakni
komunikasi, sumberdaya (Resources),
Disposition (Kesediaan) dan  struktur

birokrasi dengan nilai persentase rata-rata
tiap item pertanyaan untuk kategori
dilaksanakan dengan baik sebesar 53,33%,
untuk katcgori cukup baik dilaksanakan
schesar 25,00% dan kategon kurang baik
dilaksanakan sebesar 21,67%.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
pembahasan terdapat hambatan-hambatan
dalam implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruanpg Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005
sampai 2014, yaitu :Terdapat hambatan
dalam mclaksanakan sosialisasi kebijakan

kepada nmasyarakat, hambatan dalam
kerjasama  dengan masyarakat  dalam
mengimplementasikan kebijakan,
hambatan  mengenai  anggaran  dalam

mengimplementasikan kebijakan kepada
masyarakut, dan hambatan sumberdaya

manusia yang kompeten dalam
mengimplementasikan kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian dan

pembahasan terdapat upaya-upaya dalam
mengatasi hambatan-hambatan dan
mencapal juan dari kebijakan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2007  Tentang Rencany Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis
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Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014
Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran
ALl NURJAMIL

Tahun 2005 Sampai 2014 yakni sebagai

berilout:

a. Mengatur waktu vyang tepat untuk
melakukan  sosialisasi  kebijalkan
kepada masyarakat yang diharapkan
akan memberikan kesadaran terhadap
tujuan  kebijakan dan mendapat
respons positif darl masyarakat pada
saat diimplemcntasikan.

b. Lebih meningkatkan koordinasi dan
komunikasi kepada masyarakat serta
stakeholder  terkait  dan  tokoh
masyarakat sckitar untuk menampung
aspirasi dan penanganan permasalahan
pada saat kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah {RTRW) Kabupaten Ciamis
Tabhun 2005 sampai 2014
diimplementasikan.

c. Mengajukan anggaran yang memadai
kepada Pemerintah Kabupaten
Pangandaran melalni Bapeda agar
tyjuan kebijakan tersebut tercapai
dengan baik.

d. Membuat  program  peningkatan
keterampilan dan pengetahuan melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
bagi setiap pejabal dan aparat di
lingkungan Dinas Pekegaan Umun,
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pangandaran,

Saran

Setelah penulis mengamati dan
mempelajari mengenai implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Rencana Tala Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun
2005 sampai 2014 maka penulis mencoba
memberikan  saran  untuk  menjadi  bahan
pertimbangan, yakni Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika
Kabupaten Pangandaran harus lchih  infens
dalam pendekatan  secara  persuasif  dan
mensosialisasikan kebijakan Peratwran Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014
kepada masvarakat, mclaksanakan prinsip
menempatkan pcjabat sesuai dengan
kemampuan dan latar belakang pendidikannya

serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan  pengawasan
dalam mengimplementasikan kebijakan
Peratgran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun
2005 sampai 2014 schingga memudahkan
dalam pencapaian tujuan kebijakan.
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